BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN

Menimbang

Mengingat

LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

oa.

—

BUPATI BULUKUMBA,

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 188.34-8746 Tahun 2016 tentang Pembatalan
beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten
Bulukumba Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2012 perlu diubah dan
ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2013);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

Menetapkan

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 1), diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dan
angka 6 (enam), disempurnakan menjadi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



10.

11.

12.

13.

14.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Pajak Daerah adalah selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber
alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan
pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang
terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian
Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib
Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban
sesuai dengan  ketentuan = peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.



15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan
Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

20. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu Nilai
Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
mengalikan volume/tonase hasil Pengambilan dengan nilai Pasar
atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan
Batuan.

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni harga standar
mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan dengan keputusan
Bupati.

(4) Dihapus.



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 26 Juli 2017

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 10 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 7 NOMOR 2018

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.HAM.7.185.18.



L.

II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 1

TAHUN 2012 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN

UMUM

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah selanjutnya diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam
Undang-Undang ini ditentukan pajak daerah yang pelaksanaannya di
daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Mengenai
perpajakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat
memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.
Dengan demikian pemungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada
Undang-Undang. Selama ini pungutan daerah yang berupa Pajak diatur
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Jenis
Pajak kabupaten salah satunya adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut Pemerintahan Kabupaten
Bulukumba membuat Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan harus
dilaksanakan secara efisien dan efektif berdasarkan prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas.
Tujuan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah Asli Daerah yang
penting dalam  membiayai pelaksanaan  pembangunan = dan
penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bulukumba.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan dilakukan perubahan untuk menindaklanjuti
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8746 tahun 2016
tentang Pembatalan beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten
Bulukumba Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan oleh karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pembagian urusan
bidang pemerintahan, bidang energi dan sumber daya mineral, sub
urusan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang menyatakan bahwa
penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan merupakan
urusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

PASAL DEMI PASAL



Pasal I
Cukup Jelas

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas
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